PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Dedi Ali Ahmad

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Madani Berkeadilan Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022 X

Pihak Kedua, Pihak Kesatu, -
Kepala Kantor Wllayah Kementerian Hukum dan

& Dedi Ali Ahmad
Direktur/Ketua



PINGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . M. Afif Abdul Qoyim

Jabatan . Direktur/Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
anter-Wilayah Kementerian Hukum dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum
asth j Masyarakat

M. Afif Abdul Qoyim
Direktur/Ketua



PINGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAWAR SARON JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M.

Jabatan : Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.I.P., S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

ala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron
Jakarta

SEPULLIH RIBU RUPIAH

Ditho H.F. Sttompoel, S.H., LL.M.
Direktur/Ketua

Q.
uldun, Bc.l.P., S.H., M.Si.
6603281988111001




PINGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CAB DKI JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekdif, fransparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Amalia, S.H., M.H

Jabatan : Direktur/Ketua Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi
Manusia (PAHAM) Cab DKI Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hak Asasi-Manusia-... (PAHAM) Cab DKI Jakarta

PrownSt DKI Jakaﬂa\
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NIP. 196603283988( 11001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA PUSAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Hoirullah, S.Sy

Jabatan . Direktur/Ketua Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PAHAM) Indonesia Pusat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kesatu,
Kementerian Hukum dan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
(PAHAM) Indonesia Pusat
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SEFULUM RIBU RUPIAH

Drs. Ibnu Chaldun, Bc.IP, SH., M.Si Hoirullah, S.Sy
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua

Indonesia Advocacy Center For Lew And Hum.n i 11e



PINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PBHI NASIONAL
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - Julius Ibrani

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum PBHI Nasional
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum PBHI Nasional
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Julius Ibrani
Direktur/Ketua




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN BANTUAN HUKUM PERJUANGAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Budhi Benyamin Sembiring, SH

Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Bantuan Hukum Perjuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan Y ASIT DALl
Halg ASasi Mangsias.
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Drs. Ibnu Chuldun; Be.IP, SH., M.Si Budhi Benyamin Sembiring, SH
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUM AAI DPC JAKARTA TIMUR
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Michael R Dotulong, SH, MH

Jabatan . Direktur/Ketua Posbakum AAI DPC Jakarta Timur

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Posbakum AAI DPC Jakarta Timur

Hak Asam%arzﬁr
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Michael R Dotulong, SH, MH
Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Drs. Afdal Zikri, SH., MH

Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi

Hak Asasi Manusia Syariah
Provinsi DKI Jakarta :
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Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si Drs. Afdal Zikri, SH., MH
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua
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PENGATYTOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA PENYEDIA BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . H. Abd. Rachman, SH., MH

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kam;;rwuayah Kementerian Hukum dan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum Advokat

Hak A CRAN | Indonesia

Drs. lond t‘hdiduh","ec.lp, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001

DirektuﬂKetua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Dewi Kartika
Jabatan . Direktur/Ketua Perkumpulan Konsorsium Pembaruan
Agraria
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria

Hak Asasi Manusia
TVERK Jakarta

SEFULUH RIBU RLIPIAH

33EBDAJX?09565880
ERKUAPULAN REFORMA AGRARIA INDONESIA

Dewi Kartika
Direktur/Ketua




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISYIYAH JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nevey Farida Ariani, SH., M.Hum
Jabatan . Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum(Posbakum)
Aisyiyah Jakarta
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah
Hak Asasi Manusia \J‘ak a

Provinsi.DKI Jakarta -1
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Nevey Farida Ariani, SH., M.Hu
Direktur/Ketua




FEINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN
(LBH APIK) JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekiif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mazumah, S.HI

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi
Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak
Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan
Hak Asasi Manusia—-._ Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta
Provinsi DKI Jakarta \ - -
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Drs. Ibnu Chaldun; BcIP, SH., M.Si Siti Mazumah, S.HI
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETHEL INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hanan Soeharto, SH., MH

Jabatan . Direktur/Ketua Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bethel Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah
ditentukan dalam Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai
Standar Layanan Bantuan Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum
tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15
Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen
meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu,
serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum
;‘v- Manus;a Bethel Indonesia
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LG 'h Dr. Hanan Soeharto, SH., MH
NIP:A‘QG _935281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAMN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CATUR BHAKTI
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Agus Sudjatmoko, SH

Jabatan . Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakii
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Catur Bhakti
Hak Asasi Manusia
Provinsi DK| Jakarta




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERKUMPULAN CATUR WANGSA INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Rizky Novandi Kusumah, SH

Jabatan . Direktur/Ketua Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Perkumpulan Catur Wangsa Indonesia
Hak Asasi Manusia
Provinsi DKI | Jakarta
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Drs}\{ G- Chuldun; Bc*F‘ ,;SH M.Si R. Rizky Novandi Kusumah, SH
NIP. \1366032819891 11001 Direktur/Ketua




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA KEADILAN INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efeklif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Yana Sukma Permana, SH., MH

Jabatan . Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi Citra
Keadilan Indonesia

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia Konsultasi Citra Keadilan Indonesia

Provinsi DKI Jakarta-.
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Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si Yana Sukma Permana, SH., MH
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA
(YLBHK-DKI) CABANG JAKARTA SELATAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf Nasution, SH

Jabatan : Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta
Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si
Jabatan. - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusia Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia

Provinsi DKI Jakarta | (YLBHK-DKI) Cabang Jakarta Selatan
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Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si Muhammidﬁasuﬁon, SH
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PENGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA
(YLBHK-DKI)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekiif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Toha Bintang.S.EL.Thamrin, SH

Jabatan . Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan
Indonesia (YLBHK-DKI)

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak
Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Januari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor,\Mlay h Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan
Hak Asasi Manusid AL \ Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-

Provinsi DKl"Jaka
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: ifdur - M. Tp_na Bintang.S.EL. Thamrin, SH
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua
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PENGAYTOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA JAKARTA TIMUR
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasimin

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya
Hak Asasi Manusia Jakarta Timur
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Kasimin
Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUT
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Hadi Syahroni, SH., MH

Jabatan . Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia Paralegal Institut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hak Asasi Manusia Paralegal Institut
Provinsi DKI Jakarta

' yahrohi, SH., MH

Drs. Ibnli Chuldun, BeP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LBH JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Arif Maulana, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur/Ketua LBH Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.l.P., S.H., M.Si.

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

-

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan LBH Jakarta

Hak Asasi Manusia '
Provsinsi DKI Jakarta | | () |1§8
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Drs. Ibnu Chuldun; Be..P., SH., M.
NIP. 196603281988111001

Pihak Kedua, Pihak Kesatu, [1




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Hardiansyah, SH

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jayakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala-lﬂe{ﬁlg‘[ Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Jayakarta
Hak Asasi Manusia. . A
Provinsi DKi‘qu\e;rta‘j\ \ ,

'."-. | e '_.\
A &

SEPULLH RIBU RUPIAH

—— ,

Drs. Ibnu €huldan, Be.IP, SH., M.Si Hardiansyafi,
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA JUSTICE
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Sari, SH

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Justice
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

-

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Justice
Hak Asasi Manusia
Provinsi DK| Jakarta

S

UH RIBU RUFIAH

Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si Sukma Sari, SH
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua JAKARTA JUSTICE

Ad roltm? & Monsuitan Hukum




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA POS BANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Andayani Sangadii, SH
Jabatan . Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum
Justitia 1979
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala K; M ah Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Pos Bantuan Hukum Justitia
Hak AsaS| % 1979

Pro;uns* DK J aﬁa

i X 24BDE lP b
D § e i . M
Drs. Ibn\C~hu4dlm¢Bc IP, SH., M.Si Tri Andayani Sangadl SH

NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua """;'::::,.‘::;L,““‘



FENGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
RECLASSEERING INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Lulang, S.H.

Jabatan : Direktur/Ketua Reclasseering Indonesia

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Be.l.P., S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

-

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Reclasseering Indonesia

N O NI pap HESA o

et
Drs. Ibnu-Chuldin-Bel.P., S.H.. M.Si.
NIP. 196603281988111001



FPENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Hechrin Purba, SH., MH

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Bantuan Hukum Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh
Hak Asasi-Manusia = Sejahtera Indonesia

Provinsi DKI Jakarta-. \
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SEPULUH RIBU RUPIAH

Drs. lonis Chuldun, BeAP, SH., M.Si Hechrin Purba, SH., MH
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CABANG JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Gunawan Frans Boy Lumban Raja

Jabatan . Direktur/Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila
Nusantara Cabang Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila
Hak Asasi Manusia Nusantara Cabang Jakarta
Peavinsi DKI Jakarta T I L A
d }_s s )i i -(-:', 3
N B
[ g‘g i M.E { -v_’,‘.

oDBAF‘ 7005694878

Gunawan Frans Boy Lumban Raja
Direktur/Ketua



PINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA (LKBH FH UBHARA JAYA)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efeklif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Octo Iskandar, S.H., M.H.

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (LKBH FH UBHARA JAYA)

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.l.P., S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
Hak Asasi Manusia Hukum Universitas-Bhayangkara Jakarta Raya

Provsinsi DKI Jakarta (LKBH FH UB /

ULUH RIBU RUFIAH

Drs. Ibnu Chuldun, Be.l.P., S.H., M.Si. Octo Iskandar, S. R
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulfikar Judge, SH., M.Kn

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
(LKBH) Universitas Esa Unggul

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Hak Asasi Manusia._ (LKBH) Universitas Esa Unggul
Prown5| DKI Jakai‘la - -

Drs. Ibn Chuldun,_Bc B/SH. M. !
NIP. 1986032819881001 Oirekiiiie i



PENGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN -HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Th. M. Ali Asgar,S.H.,M.H.M.Si.,M.M

Jabatan . Direktur/Ketua Pusat Bantuan Hukum Universitas Nasional (UNAS)
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Pusat Bantuan Huku rsﬂ.ag /yasmnal
Hak Asasi Manusia (UNAS) a_'{-‘

Provinsi DK Jakarta
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Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si Drs. Tb M. Ali Asgar,S.H. MH Nﬁ‘sl MM
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua
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PENGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum.,MPA

Jabatan . Direktur/Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wllayah Kementerian Hukum dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas
: tan) Hukum Universitas Tarumanagara
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Dr. Hery Firmansyah, SH., M.Hum.,MPA
Direktur/Ketua




FENGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Heru Sugiyono, SH., MH

Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPN
Veteran Jakarta

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Konsultagf’daw tuan Hukum
Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum UPN Veleran Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

SEFULLMH RIBU RUPIAM

gin, Be.IP, SH., M.Si Dr. Heru Sugiyono, 'QH MH
‘ 1988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berarientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Selamat Lumban Gaoal, SH., M.Kn
Jabatan . Direktur/Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

(LKBH) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala. Kanter Wilayah Kementerian Hukum dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
Hak- AsaStManu3|a (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara

Prownsu DKL.[aka

Marsekal Suryadarma
L n’h\ \\ il W

SEPULUH RIBU RUPIAH

Drs. Ib-CHEdan, Bc.!P, SH. M.Si Selamat Lumban Gao’i”SH., M.Kn

NIP. 196603281988111001 D:rektur/lsetua =
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PINGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dara Qudni, S.H
Jabatan . Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Barat
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Posbakumadin, Jakarta Barat
Hak Asasi Manusia®. | <N

Provinsi IDK'I'“Ja_Isa{ta N\
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Drs. Ibnu Chaldun, BS.IP, SH., M.Si Dara Qudni, S.H
NIP. 196603281988111001  DirekturKetua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA PUSAT
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyudin, S.H.

Jabatan . Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Be.l.P., S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan
pembinaan oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik
Litigasi maupun Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak
Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Posbakumadin Jakarta Pusat
Hak Asasi Mahusia .

Provsinsi DKI Jakarta "\

e N

Drs. 1bnu Chldun, BG.LP., S.H, M.Si
NIP. 196603261988111001




PINGATOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS]I MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eva Nurullita, S.H.

Jabatan : Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.l.P., S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

-

Pihak Kesatu berjaniji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Posbakumadin Jakarta Selatan
Hak Asasi Maptsia-~.. s
Provgir’i‘éi/DRI‘Ja ara N\, “
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Drs. Ibiii Chuldur, B&.#P., SH., MSi. Eva Nurullta, S.H.
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA JAKARTA TIMUR
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKl JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efekiif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . Bahder Johan, SH

Jabatan . Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
Jakarta Timur

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP, SH., M.Si
Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Kepala Karitor ¥ 'W&menierian Hukum dan
HalyAsasr Manusiq
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- Ibnu CHtdan. Be.IP, SH., M.Si
NIP. 196603281988111001




PENGATYOMAMN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Ali Syaifudin, S.H.

Jabatan . Direktur/Ketua Posbakumadin Jakarta Utara

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.L.P., S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kantol:ﬂ?Vlla)LaQ Kementenan Hukum dan Posbakumadin Jakarta Utara
Hak Asasx,Manus N\

SEPLLUH RIBU RUPIAH

-- H., MSi  Mohamad Ali Syaifudin, S.H.
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN PIMPINAN PUSAT)
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halim Yeverson Rambe, SH

Jabatan . Direktur/Ketua Posbakumadin Pimpinan Pusat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Drs. Ibnu Chuldun, Be.IP, SH., M.Si

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji dan berkomitmen dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditentukan dalam
Kontrak Bantuan Hukum dan melakukan pelayanan bantuan hukum sesuai Standar Layanan Bantuan
Hukum. Komitmen target kinerja dan layanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan selama 1 Tahun
mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 15 Desember 2022 dan bersedia diberikan pembinaan
oleh Pihak Kedua dan berkomitmen meningkatkan kinerja layanan bantuan hukum baik Litigasi maupun
Non Litigasi. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Kesatu, serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan hasil evaluasi dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Februari 2022

Pihak Kedua, Pihak Kesatu,
Kepala Kanter-Wilayah Kementerian Hukum dan Posbakumadin Pimpinan Pusat

RHidar=Be.lP, SH., M.Si Halim Yeverson Rambe, SH
NIP. 196603281988111001 Direktur/Ketua



